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Abstrak
 

Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum

tetap dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap

tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah, berhasil atau tidak suatu

penegakan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menjadi ukuran apakah hukum itu benar-benar ada dan

diterapkan secara konsekuen dan murni pada suatu negara hukum. Namun pada kenyataannya, selama ini

pelaksanaan putusan PTUN belum dapat dilaksanakan secara efektif karena pelaksanaan putusan ini

didasarkan pada pertanggungjawaban moral (moral responsibility) dari Pejabat TUN selaku tergugat.

Apabila Pejabat TUN enggan melaksanakan isi putusan maka tidak ada instrumen atau lembaga yang dapat

memaksa Pejabat TUN tersebut untuk melaksanakan putusan. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap

Putusan Mahkamah Agung RI No. 39 K/TUN/2012 Antara PT. Radio Pelangi Lintas Nusa Melawan

Menteri Komunikasi Dan Informatika menunjukkan bahwa rendahnya kualitas kesadaran dan Kepatuhan

Pejabat TUN untuk melaksanakan isi putusan.

<br><br>

Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu melalui analisis yuridis ketentuan tentang pelaksanaan putusan

di PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (juridis

historis), dengan menitik beratkan pada faktor-faktor atau permasalahan yang mempengaruhi pihak

Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah) tidak melaksanakan ketentuan tentang

pelaksanaan putusan (eksekusi) di PTUN serta upaya penyelesaiannya.

......The implementation of verdict (execution) to the verdict that has been in Kracht Van Gewijsde or has

permanent law enforcement in administration law is the determinant of the success of court control system

to the attitude of government action and society protection system to the action of government. Whether or

not law enforcement can be realized, it really depends on the realization of every verdict of court. This

matter becomes a standard whether or not law really exists and is consequently and purely applied in the

state of law. But, in reality, the implementation of verdict of state administration court has not been

implemented effectively because the implementation of this verdict is based on moral responsibility of the

officer of state administration as claimed. If the officer of state administration does not implement the

contain of verdict, there is no instrument or institution which can force the officer of state administration to
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implement this verdict. Based on the research that has been done to the verdict of Supreme Court of

Republic of Indonesia number 39 K/TUN/12 between PT Radio Pelangi Lintas Nusa versus the Minister of

Communication and Information Technology, it shows the absence of consciousness and the obedience of

the officer of state administration to implement the contain of verdict.

<br><br>

This research has be done formatively, through rule juridical analysis about the implementation of verdict in

state administration court, as arranged in article 116 number 51 - 2009 historical juridical, by pointing out to

the factors or the problems which can influence the party (board or officer of state administration or

government) not to implement the rule about the implementation of verdict (execution) in state

administration court, as wells the effects of settlement.


